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Dalam tulisan ini dibahas tentang teknologi informasi dan komunikasi 
yang ramah lingkungan (Green ICT).Kesiapan Indonesia dalam menghadapi 
pemanasan global dalam bentuk perangkat hukum dan undang-undang masih 
perlu lebih dikonkritkan secara jelas, rinci dan implementatif dalam format 
regulasi atau peraturan bersama menteri yang terkait. Hal ini guna mengatasi 
beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi green ICT di Indonesia, 
terutama terkait persoalan integrasi dan sinergi inisiatif, peningkatan kesadaran 
masyarakat, serta sistem yang mengatur komitmen institusi. 
 
Kata kunci : pemanasan global, green ICT, regulasi 
 
1. Pendahuluan 
Fenomena pemanasan gloal (global warming), isu jejak karbon (carbon 
footprint) dan upaya peningkatan kesadaran  (awareness) terhadap isu tersebut 
telah menarik perhatian banyak ilmuan, pengamat dan praktisi lingkungan, serta 
pemerintah dan dunia industri secara internasional. Diyakini bahwa peningkatan 
suhu di muka bumi mempunyai dampak yang tidak saja memengaruhi alam dan 
manusia, tetapi juga berpotensi membahayakan ekosistem yang ada. 
Meningkatnya suhu global dijelaskan sebagai akibat dari akumulasi karbon 
dioksida (CO2) di atmosfer bersama-sama dengan gas metana (CH4), nitro 
oksida (N2O) dan beberapa gas rumah kaca lainnya dalam proporsi yang lebih 
kecil dibanding CO2. Peningkatan konsentrasi ini bertalian dengan rangkaian 
kegiatan manusia yang turut menghasilkan karbon (human or man-made 
carbon), baik secara langsung (direct) maupun tidak (indirect). Dengan adanya 
sumbangan human carbon, keseimbangan siklus karbon global terganggu. [5]    
Indonesia, sebagai bagian dari dunia internasional, tidak syak lagi memandang 
serius persoalan ini. Pada saat dilangsungkannya G20 Summit, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono telah menyatakan komitmen Indonesia untuk 
menargetkan penurunan emisi sebesar 26% pada tahun 2020. Sejak itu berbagai 
gagasan dan langkah mulai diinisiasi sebagai rangakain upaya untuk mengatasi 
peningkatan gas rumah kaca yang terbukti semakin meningkat. 
Sesungguhnya, penyebab utama terjadinya pemanasan global tidak lain 
disebabkan oleh aktifitas manusia sendiri, baik bersifat kegiatan indivisual 
maupun komunal seperti industri. Kenyataannya tidak hanya kegiatan industri 
yang dituding berperan besar dalam penghasilan gas rumah kaca, khususnya 
karbon dioksida, namun pada dasarnya setiap aktivitas manusia yang 
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membutuhkan atau mengkonsumsi energi yang diperoleh dari pembakaran 
bahan bakar yang berasal dari fosil (fossil fuels), terutama gas alam, minyak dan 
batubara, menyebabkan terjadinya emisi karbon. [5] Teknologi informasi dan 
komunikasi (ICT) pun tidak lepas dari persoalan ini. 
Dalam hal ini, lembaga riset internasional yang khusus bergerak di 
bidang teknologi informasi dan komunikasi sekelas Gartner, telah merilis 
sebuah laporannya yang menyatakan bahwa pada tahun 2007 saja, diperkirakan 
pembuatan, penggunaan dan pembuangan peralatan ICT memberikan kontribusi 
sekitar 2% dari emisi global CO2, dan pada tahun 2020 emisi CO2 ini diprediksi 
akan naik menjadi 6%.[6]    Kenyataan inilah yang memotivasi berbagai 
kalangan untuk mengagas apa yang kemudian dikenal dengan Green ICT.  
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan gagasan dan 
implementasi Green ICT di Indonesia, khususnya dengan meninjau kesiapan 
aspek regulasi dan hukum yang terkait dengannya. Aspek regulasi ini menjadi 
penting, karena disamping akan menjadi sandaran legislatif pengembangan 
green ICT, juga akan menjadi aturan main dalam implementasinya di lapangan. 
Selain mendasarkan diri terhadap referensi terkait yang telah ada, tulisan ini 
juga diperkaya dengan beberapa pelajaran penting (lesson learnt) mengenai 
konsep pengembangan green ICT yang diterapkan di beberapa negara maju. 
 
2. Konsep Green ICT 
Tidak sedikit definisi Green ICT yang telah dikemukakan oleh para 
ahli.  Salah satu dari definisi tersebut adalah apa yang disampaiakn oleh Moll 
yang menyatakan bahwa Green ICT adalah kemampuan organisasi untuk secara 
sistematis menerapkan kriteria keberlanjutan lingkungan hidup untuk 
mendesain, memproduksi, menggunakan sumber daya pembuangan limba 
infrastruktur ICT serta komponen manusia dan manajerial yang ada dalam 
infrastruktur ICT. [1]    
ESCAP, dalam sebuah laporannya yang berjudul “Green ICT: A “Cool” 
Factor in the Wake of Multiple Meltdowns” mendefinisikan Green ICT atau 
Cool ICT sebagai sebuah hasil dari penggunaan dan produksi emisi karbon yang 
relatif rendah, yang pada saat yang sama juga berpotensi mengurangi emisi-
emisi karbon di berbagai  bidang lainnya melalui katalisasi perubahan 
teknologi, institusi , dan perilaku. Dari sisi ICT, aspek green dan “cool” in i 
dapat dinilai dari beberapa proses, yaitu:  proses pembuatan pengiriman, 
instalasi, penggunaan, serta daur ulang produk ICT;   pengembangan layanan, 
aplikasi, dan konten ICT;  serta proses penggunaan material seperti kertas dan 
konsumsi energi pada kedua proses sebelumnya.  
Dari beberpa pengertian tersebut, Andiriariza mendefinisikan Grren 
ICT sebagai sebuah konsep yang berhubungan dengan strategi optimalisasi 
dalam perencanaan, produksi, dan penggunaan ICT sebagai upaya untuk 
meminimalisir konsumsi energi akibat dari penggunaan ICT, serta mengurangi 
sampah hasil penggunaan tersebut. [1]    
Gagasan Green ICT pada dasarnya mencakup dua kerangka kerja, yaitu 
green ICT sebagai „ICT yang hijau‟, sertagreen ICT sebagai pemanfaatan ICT 
untuk „menghijaukan‟ sektor lain. Konsep ICT yang hijau sendiri selama ini 
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lebih banyak menyangkut penghijauan  pusat data (data center), karena emisi 
karbon yang dihasilkan akibat peningkatan penggunaan infrastruktur data dan 
perangkat lunak, serta layanan virtualisasi dan cloud computing. Sedangkan 
penghijauan dengan menggunakan ICT kini bangyak diarahkan untuk 
memberikan solusi bagi konflik yang terjadi antara pertumbuhan dan 
keberlanjutan. Di sini, ICT diposisikan sebagai fungsi enabler ekonomi baru 
dengan  emisi karbon yang rendah. Pemanfaatan ICT dalam kerangka ini bisa 
mencakup berbagai sektor, mulai dari energi, transportasi, konstruksi, industri, 
dan media. 
Ruang lingkup kedua kerangka kerja Green ICT tersebut (Greening ICT 
dan Greening by ICT) ditunjukkan dalam sebuah model yang dikembangkan 
oleh Connection Research dan RMIT University pada tahun 2010, seperti 
ditunjukkan dalam gambar berikut. 
Gambar Model Framework Green ICT yang dikembangkan oleh Connection Research 
& RMIT University (Sumber: Appelman, 2014) 
 
Framework lain tentang Green ICT juga dikembangkan oleh 
Konsorsium Green IT Amsterdam Region. Konsorsium ini terdiri dari  beberapa 
anggota seperti pusat-pusat data yang berada di area tersebut, suplier ICT, 
perusahaan yang bergerak di bidang energi, otoritas pemerintahan regional, 
serta institusi riset dan pendidikan. Framework yang diadopsi  oleh konsorsium 
ini diorientasikan untuk mengurangi emisi karbon melalui proyek-proyek 
pengembangan pusat data yang lebih hijau, smart grid yang lebih cerdas, 
perangkat lunak yang lebih efisien dalam konsumsi ebergi, peningkatan dan 
pengembangan keterampilan berkelanjutan melalui pendidikan, serta bisnis 
yang mengkreasi banyak aplikasigreen  ICT. Framework tersebut ditunjukkan 
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dalam gambar berikut. 
 
Gambar Framework Green IT yang dikembangkan oleh Green IT Amsterdam Region 
(Sumber: Appelman, 2014) 
 
Melihat kerangka kerja di atas, tampaklah bahwa cakupan gagasan 
green ICT sangat luas. Ruang lingkup dari proyek green ICT tersebut mencakup 
hal-hal berikut. 
 Penghijauan data center 
 Smart grid 
 Visrtualisasi dan cloud computing 
 Green software dan data life cycle management 
 Big data 
 ICT sebagai enabler  bagi ekonomi dengan karbon rendah 
 ICT untuk green transportation 
 ICT untuk smart building 
 ICT untuk smart industry 
 ICT untuk dematerilisasi 
 Dan lain-lain 
Pengembangan green ICT tersebut diyakini dapat mendukung gagasan 
dan cita-cita keberlangsungan kehidupan yang dalam sebuah laporan WCED 
berjudul “Our Common Future”, dipersyaratkan oleh adanya kesimbangan 
antara tiga “P”, yaitu People (social equity), Planet (enviromental protection), 
serta Profit (economic growth). (Appelman). Pertumbuhan sektor ICT yang 
demikian pesat sangat memungkinkan sektor ini memiliki kemampuan untuk 
mendukung ketiga pilar keberlanjutan tersebut. ICT dapat membantu 
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan bahan 





3. Pengembangan Green ICT di Indonesia 
Adalah fakta yang tak bisa dipungkiri, bahwa Indonesia kini menjadi 
salah satu pasar ICT terbesar di dunia. Indonesia dihuni oleh sedikitnya 250 juta 
penduduk, tiga kelompok zona waktu, 17.000 pulau, 48,7 juta hektar hutan, 
serta lebih dari 50 juta bangkai kendaraan bermotor. Bukan Cuma itu, dari 
perpektif ICT, Indonesia memiliki 62  juta pelanggan internet, 45.000 BTS, 
lebih dari 220 juta pengguna seluler, serta menjadi negara rengking 2 jumlah 
pengguna sosial media-nya di dunia. [3]    
Kenyataan inilah, serta tren perkembangan ke depan, yang menjadikan 
pemangku kepentingan ICT di Indonesia juga memandang penting  persoalan 
green ICT ini. Terkait dengan hal itu, puluhan seminar, konferensi dan 
workshop tentang green ICT telah dilaksanakan, studi dan riset di bidang ini 
juga mulai dilakukan, begitu pula dari sisi bisnis, Indonesia mulai menginisiasi 
bisnis energi terbarukan seperti solar panel, manajemen limbah, serta inisiatif 
green building rating yang sudah dimulai sejak tahun 2009. 
Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah 
inisiatif dengan menyelanggarakan konferensi dan workshop yang lebih 
bertujuan membangun visi, dan membangkitkan awareness pada level eksekutif. 
Dalam eco-Innovation ICT Conference, dihasilkanlah 4 langkah inovatif serta 
rencana aksi terkait dengan pengembangan greent ICT di Indonesia, seperti 
ditunjukkan dalam gambar berikut [3]   . 
 
Gambar. 4 Langkah Eco-Innovation ICT (Sumber: Whitepaper Indonesia ICT 2012) 
 
Dari skema di atas, tampak bahwa tahapan pengembangan green ICT di 
Indonesia dimulai dengan membangun kesadaran eksekutif (excutive 
awareness), dilanjutkan dengan penetapan arah dan visi (direction stting-
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vision), kemudian proyek percontohan (pilot project), baru kemudian 
dilanjutkan dengan rencana aksi (action plan). 
 
4. Tinjauan Regulasi Pengembangan Green ICT di Indonesia 
Regulasi adalah salah satu komponen penting dalam pengembangan 
green ICT di suatu negara. Urgensi regulasi tersebut disebabkan karena pelaku 
yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi green ICT beragam dan 
terkait dengan berbagai pihak. Di dalamnya pun terdapat banyak potensi konflik 
kepentingan, terutama untuk menjembatani isu pertumbuhan dan keberlanjutan, 
sebagaimana yang telah dibahas pada bagian awal tulisan ini. 
Pemangku kepentingan (stake-holder) green ICT di suatu negara, dapat 
dikolompokkan menjadi tiga pihak, yaitu pemerintah (government), pendidikan 
dan masyarakat (education and society), serta indutri (industry).  Di Indonesia, 
pemerintah yang terkait dengan persoalan ini bisa diwakili oleh Kementrian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementrian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM), Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), serta Menkokesra. 
Sedangkan pihak pendidikan bisa diwakili oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu 
Komputer (APTIKOM) dan Ikatan Profesi Komputer Indonesia (IPKIN). 
Sementara pihak industri diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia 
(APKOMINDO), Asosiasi Perusahaan Software Indonesia (ASPILUKI), 
Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), Green Buildin Council 
Indonesia, dan Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI). 
Dari perspektif hukum dan undang-undang, kebijakan yang terkait 
dengan keberlangsungan kehidupan, oleh Pemerintah, telah dituangkan dalam 
Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bab X 
mengenai Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Di situ disebutkan 
bahwa kepedulian masyarakat dunia terhadap fenomena perubahan iklim global 
semakin tinggi, sehingga upaya-upaya mitigasi dari fenomena perubahan iklim 
melalui pemanfaatan jenis bahan bakar dan teknologi bersih/ramah lingkungan 
perlu dikembangkan dan dijadikan konsensus yang lebih luas. [6]    
Selanjutnya  dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa pemanasan global yang 
semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah 
penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam Pasal 65 ayat 4 juga dinyatakan 
bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Terkait upaya penurunan emisi gas rumah kaca, pemerintah juga sudah 
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Mengenai Rencana 
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). RAN GRK 
adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara 
langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan 
target pembangunan nasional. [6]    
Tampak dengan jelas, bahwa undang-undang dan peraturan yang ada 
masih bersifat global mengatur upaya-upaya yang perlu dilakukan, baik dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maupun upayan penurunan 
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emisi gas rumah kaca. Meskipun demikian, khusus berkenaan dengan green 
ICT, pemerintah baru melakukan inovasi dan inisiasi dalam hal kebijakan dan 
regulasinya. 
Pada bulan Desember 2010 [6], Kementrian Koordinator Bidang 
Perekonomian melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Green 
ICT, dengan mengundang dua perusahaan besar bidang telekomunikasi untuk 
memaparkan implementasi kegiatan Green ICT yang dilakukan. Salah satu hasil 
dan rekomendasi dari forum tersebut adalah usulan untuk menyiapkan regulasi  
khusus tentang ICT yang berwawasan lingkungan, antara kelembagaan 
Kemenkominfo, Kementrian Perindustrian, Kementrian Lingkungan Hidup, 
Kementrian Perdagangan, dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 
Jika kita mempelajari National Green ICT Masterplan, maka dalam hal 
kebijakan dan regulasi green ICT ini, pemerintah harus menysun kebijakan 
khusus mengenai Green ICT Procurement dan National ICT and Sustainable 
Plan. Kebiajak dan regulasi tersebut juga harus mampu mengawal berbagai 
upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala yang selama ini dihadapi dalam 
pengembangan green ICT di Indonesia. Diantara kendala-kendala tersebut 
adalah: 1) bahwa insiatif yang dilakukan terkait dengan upaya pengembangan 
green ICT masih  bersifat parsial dan sektoral, sehingga dibutuhkan regulasi 
yang mampu mengintegrasikan, atau bahkan mensinergikan inisiatif-inisiatif 
tersebut; 2) bahwa kesadaran (awareness) masyarakat terhadap persoalan green 
ICT ini masih lemah, khususnya persoalan efisiensi penggunaan energi dan 
penanganan limbah, sehingga dibutuhkan regulasi dan kebijakan yang mampu 
mendorong berbagai kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan diseminasi informasi 
kepada masyarakat terkait hal tersebut; serta 3) komitmen manajemen yang 
masih perlu ditingkatkan, singga dibutuhkan kebijakan dan regulasin khusus 
yang mampu „memaksa‟ setiap institusi untuk berkomitmen dalam menjadikan 
pengembangan green ICT sebagai bagian dari manajemen institusinya. 
 
5. Penutup 
Inisiatif Indonesia untuk mengambil bagian dalam upaya 
pengembangan green industri secara global, telah dimulai dengan berbagai 
inovasi. Secara hukum dan perundang-undangan, kegiatan penanganan 
keberlanjutan kehidupan dan pengelolaan lingkungan hidup sesungguhnya 
sudah  tertuang dalam undang-undang, yakni UU No.32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Upaya Indonesia untuk 
berpartisipasi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca juga telah dituangkan 
dalam bentuk peraturan presiden, yakni Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 
2011 Mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 
Meskipun demikian, khusus berkenaan dengan pengembangan green 
ICT di Indonesia, pemerintah perlu melahirkan peraturan baru yang bersifat 
implementatif, mungkin dalam bentuk peraturan bersama beberapa menteri 
terkait. Berbagai peraturan dan regulasi pemerintah juga dibutuhkan untuk 
mengatasi beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi green ICT di 
Indonesia, terutama terkait persoalan integrasi dan sinergi inisiatif, peningkatan 
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kesadaran masyarakat, serta sistem yang mengatur komitmen institusi dan 
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